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Pada haⅡ  in∶ KaⅡl∶$ tangεal L∶:na bLI丨an Ⅲaret tahun dua Hbu dua pu:uh (05ˉ osˉ2020) yang
bertanda tangan di bawah∶ n∶ :

工. Nama
Alamat

Jabatan

2. Nama
Alarnat

Jabatan

DraⅡ sus^Ⅱ TI,ⅢⅡAP
KOmplek Perkantoran dan Pemukirnan Terpadu Pemer∶ ntah Provinsi KepⅡ Bangka
Belitung Gedung Kantor Gubernur Lt。 ⅡI J1.Pu丨 au Bangka κe丨 urahan`刂rItam
κepaIa D∶nas PembeFdayaan perempua:口 i, Per丨:ndungan Anak, Kependudukan
PenGatatan s∶ p∶:dan PengendaIian Penduduk Keluarga8erencana da丨arn haI∶ ni

be吨 indak untuk dan atas nama D∶ nas Pemberdayaan Perempuan,PerIlndungan
Anak, Kependudukan PenGatatan sipi丨  dan PengendaⅡ an Penduduk KeIuarga
Berencana yang seIa刂 utnya disebut PIHAK PERTAⅢA.

PERRYAⅡ ls,s.sos.,Ⅲ s∶

κompIek  Perkantoran  Pemerintah  Prov∶ nsi  κepuIauan  Bangka  Be【 itung

Pangkalpinang
Kepa丨 a Dina$ Penanaman ModaI dan PeIayanan Terpadu satu P∶ ntu Provinsi

κepu:auan Bangka BeIitung daIarn ha丨 ini bertindak untuk dan atas nama Dinas

Penanaman lⅥ odaI dan PeIayanan丁 erpadu satu Pintu PFov∶ ns∶ κepuIauan Bangka
Be∶∶tung yang selanJutnya d∶ sebut PIHAκ KEDu夂

土
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PERTAⅢ A dan PlHAκ KEDuA yang$eta叫 utnya secara bersama呜ama disebut PARA PIHAκ ,

terlebih dahutu Fnenerangkan sebagai be。 ku枉

⊥。 bahwa PIHAκ PERtAⅢ
^adalah unsur pelaksana Peme犭

ntah Prov∶ nsI KepuIauan Bangka
BeⅡtung di b∶dang kependudukan dan pencatatan s∶ pⅡ yang bertanggung jawab kepada
Gubernur κepulauan  Banε ka BeIitung yang berwenang dan berke讷 ¤刂iban me∶ ayani
pemanfaatan Nomor Induk κependudukan (NIK)v Data κeρendudukan dan KTP θlektronik
kepad氵 :IIembaga pengguna,yaku satuan κe1∶ja Perangkat Daerah Prov;nsi κepuIauan Bangka
Belitung;

2. bohwa P∶HAκ κEDuA adaIah D∶ nas Penanaman MOdaI dan PeIayanan Terpadu satu Pintu
ProVinsi κepuIauan Bangka Belitung yang rnerupakan satuan κe刂a Perangkat Daerah Prov∶ ns∶

KepuIauan Bangka Be∶ itung;

Dengan了ηemperhat∶ kan ketentuan peFaturan peFundang-Lrndangan sebaga∶ ber∶ kut:

⊥.   Undang~undang ⅡomoF 23 Tahun 2006 tentang Adrninistras: κependudukan (Lembaran
NegaFa RepubⅡ k Indones∶a Tahun2006NOmor生 24,Tambahan Lembaran Neε ara RepubⅡ k
lndones∶ a NOmor4674),sebagaiFnana teIah diubah de¤ gan undang~umdang Nomor24Tahun
20±3(Lembaran ⅡegaFa Repub丨:k Indonesia Tahun20±3NOmor232,Tambahan Lembaran
Ne铷ra RepubI:k Indonesia Nomor5475λ

2.   undang-undan兽 NOmof工土Tahun2008tentanε  Inforrnasi dan丁 ransak刂 EIektron∶ k(廴embaFan
Negara RepubⅡ k Indonesia Tahum2008NOmor58,Tambahan1embaran Negara RepubIik
:ndone$:a Ⅱomor4843),$ebagairnana te丨 ah diubah dengan Undang-Undang NOmof± 9Tahun
20±6(Lembaran Negara RepubIik:ndonesia Tahun20± 6NOmor25土,Tambahan Lembaran
Negara RepubI∶ k1ndones∶a NOmor5952);

3.   Peraturan PemeⅡ ntah NOmor37Tahun2007tentang PeIaksanaan undang-Undang NOm° r

23Tahun2006tentang Adnlin∶ stras∶ Kependudukan(LembaFan Negara RepubⅡ k lndonesia

Tahun 2007 NOmor 80, Tambahan Lembaran Negara Reρ ub∶ :k 1ndones∶a NOmor 4736)
sebagaiFnana telah d∶ ubah dengan PeratuFah Peme‘ ntah NOmor生02Tahun20生 2(Lembaran
Negara Repub:ik Indonega Tahun20± 2Nomor265,丁ambahan Lernbaran Neε ara RepubⅡ k
Indones:a NOmor5373h

4.   Peraturan pemer∶ ntah NOmor82Tahun20± 2tentanε  Penye丨enggaraan s∶ stern dan丁 ransaks∶

EIektronIk (Lembaran Negara RepubI亍 k Indonesia 丁ahun 20生 2 NOmor ±89, Tambahan
Lembaran Negara RepubIik Ind◆ nesia NOmor5348λ

5‘   Peraturan Presiden NOmor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Ka改 u Tanda Penduduk
Berbas∶ s NOmorInduk κeρendudukan s∝ara Nasional,sebagairηana teIah diubah beberaρ a
kaIi,temkhiF dengan Peraturan Presiden NOmor土上2Tahun20± 3(Lembaran Negara RepubⅡ k

Indonesia Tahun20生 3Nomor257λ
6.   Peraturan IⅥ enteo Dalam Negeri N°moF生02TahLJn20生9tentang PembeHan Hak Akses dan

Pemanfaatan Data Kependudukan。

Berdasarkan halˉ hal seba￡fa∶rnana tersebut d∶ atas, dengan ∶n∶ PARA PIHAκ sepakat untuk
membuat Pe刂 anj1an Ke刂 asama tentang Pemanfaatan NOmor Induk Kependudukan dan Data
κependudukan dengan ketentuan sebaga:beⅡ kut∶
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PasaI△
MAκsuD DAN TuJUAN

Maksud dan tujuan Pe刂 anⅡ an Ke刂 asama ini adaIah untuk rnengefektifkan fungsi dan peran PARA
PIHAκ daIarn pemanfaatan Data Kependudukan berbasiskan NOmorlnduk Kependudukan.

PasaI2
RUANG LINGκ UP

RuangI!ngkup Pe刂o刂ian Ke刂asama ini meIiputi:

Pemanfaatan Nomorlnduk Kependudukan。
Pemanfaatan Data κependudukan。

Pasa∶ 3
κEWAJlBAN PARA PlHAK

(⊥) PlHAκ PERTAMA mempunyai kew刽 :ban:

a。  Pemanfaatan NomorInduk κependudukan∶

mernfasⅡ itasi pemberian Nomor Induk Kependudukan kepada PIHAκ  KEDUA dan
memberi  tanda  pada  NOmor  lnduk  Kependudukan  yang  sudah  d刂 arnin

ketunggaIannya;dan

member∶ kan birnbingan teknis dan pendamp∶ ngan teknis tentang irnp丨 ementasi
kewε刂iban PlHAκ κEDUA untuk mencantumkan NOmor lnduk Kependudukan daIam
Iayanan PIHAκ KEDUA atas biaya PIHAκ  KEDUA。

Pemanfaatan Data κependudukan:

⊥.  memfas"itasi pemberian hak akses secara terbatas kepada PIHAκ  κEDUA sesuai
dengan kebut凵 han冫 yang dikaJ oIeh T:rn Tekn∶ s dari PARA PIHAK untuk rη endapatkan
p∷erset1刂 uan PlHAK PERTAMA atas nama Gubernur κepuIauan Bangka Be"tung;

2. menyediakan jaringan k。 munikasi data dari PlHAK PERTAMA kepada PlHAκ  κEDUA
untuk△ (satu)tit∶ k atas biaya PIHAK KEDuA;

3.  mernfas"∶ tasi pemberian birnbingan teknis dan pendampingan toknis tentang
∶rnplementas∶  pemanfaatan Data κependudukan oIeh P∶HAK PERTAMA k0pada
PIHAK KEDUA;d(:ln

4·  me叫aga kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data yang dipero丨 eh dan diakses
dari PIHAK KEDUA WaIaupunjangk。 waktu Pe刂 anjian Ke刂 asama initeIah berakhir.

(2) PIHAK κEDUA mempunyai kewaJoan:

a。  Pemanfaatan NOmorInduk Kependudukan:
∷    △。  mencantumkan NOmor lnduk Kependudukan yang sudah d刂 arnin ketunggalannya

daIarn setiap Iayanan yang diterbitkan PIHAK KEDUA daIan∩ rnemberikan peIayanan
kepada pubⅡ k;dan

2.menyediokan peran莒kat dan tenaga tekn△ serta anggaran untuk p引 aksanaah
b∶ rnb∶ ngan teknis dan pendampingan teknis guna keIancaran irnpIementasi
kewe刂 iban PIHAκ κEDUA untuk rnencantumkan NomorInduk κependudukan da丨am
Iayanan PIHAK κEDuA。

⊥.

2.

3
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b,  Pe汛anfaatan Data Kependudukan:

生。  menJarnin kerahasiaan, keutuhan, dan keb0naran data yang diakses dari PIHAκ
PERTAMA WaIaupunjangka waktu Pe刂 anJian κe刂asama∶ ni teIah berakhir;

2.  menyediakan  perangkat dan tenaga teknis untuk dapat mengakses Data
κependudukan;

menunjuk secara tertuⅡ s △ (satu) orang p刮 abat tetap di PlHAκ  κEDUA sebagai

pengeI° la hak akses yang diberikan wewenang dan tanggung jawab oIeh PIHAκ
KEDUA;

mehyampaikan seCara tertuⅡ s usuIan  namaˉnama  petugas pengguna data

kep0ndudukan dari pegawai tetap PIHAK κEDuA kepada PIHAκ  PERTAMA【ηelaIui

penge丨°Ia hak akses;  ∷

meny:apkan dukungan anggaran untuk jaringan komunikasi data dar∶  PIHAK

PEnTAMA kepada PIHAκ  κEDUA untuk亠 (satu)titik;

menyiapkan dukungan anggaran untukjaringan k° munikasi data koneksitas darititik

penerimaan hak akses dari PlHAκ  PERTAMA ke titikˉ titik Iainnya di Ⅱngkungan PIHAκ

κEDUA sesuai kebutuhan;

menyediakan anggaran untuk pelaksanρ an birnbingan teknis dan pendamp∶ ngan

teknis tentang irnplementasi penggunaan hak akses untuk mendapatkan data
perorangan yang d∶ keIoIa oleh PIHAκ  κEDuA yang sudah dⅡ engkapi dan dibersihkan

oIeh PlHAκ PERTAMA;dan

memberikan hak akses secara terbatas kepada PlHAK PERTAMA untuk rnenarik dOta
yang dirnⅡ iki PIHAκ κEDUA guna melengkapl database kependudukan mⅡ ik PlHAκ

PERTAMA。

Pasa14
HAκ PARA PlHAκ

(⊥) PIHAK PERTAMA mempunyaihak:

a。  Pemanfaatan NOmorInduk κependudukan:

Mengawasi peIaksanaan kewaJban PlHAκ  KEDuA untuk menCantumkan Nomor Induk
Kependudukah dalam Iayanan yang d∶terbitkan PIHAκ KEDUA。

b。  Pemanfaatan Data κependudukan∶

⊥.  memberikah persetujuan terhadap usuIan PIHAκ  κEDUA tentang pengeI。 Ia hak

akses dan petugas pengguna data kependudukan;

2.  mengawasi peIaksanoan pemanfaatan Data κependudukan;-an

3.  mendapatkan hak akses9ecara terbatas dari PIHAK κEDu^untuk pengkinian data
∷     yang dirnⅡ ikl OIeh PlHAκ κEDUA guna m0Iengkapi database kependudukan secara

nasionaI。

(2) P∶ HAκ KEDUA mempunyaihak∶

a。  Pemanfaatan NOm0rInduk Kependudukan:

mendapatkan Nomorlnduk Kependudukan yahg teIah d刂 arnin ketunggaIannya untuk

seIuruh penggunaan Iayanan yang diseIenggarakan oleh PlHAK κEDVA;dan

mendapatkan birnbingan teknis dan pendampingan teknis tentang irnp丨 ementasi

kewajiban PlHAκ KEDUA untuk mencantumkan Nomor Induk κependudukan yang
te丨 ah d刂 anlin ketunggalannya daIam layanan yang diterbitkan PIHAκ  κEDuA.

3.

4.

6.

7.

8,

2.
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(2)

(3)

(4)

b。  Pemanfaatan Data κependudukan:

土。  mendapatkan hak akses Data Kependudukan $e∞ ra terbatas sesuai kebutuhan

dengan persetI丿1juan terlebih dahuIu daJ P∶ HAK PERt^泅W吣 dan

2. mendapatkan birnb∶ ngan tekn∶ s dan pendampingan teknis tentang ∶rnpIementas∶
penεgunaan hak akses Data κependudukan。

(生 )

Pasa15
EvALuAsl D^Ⅱ  PELAPORAⅡ

f

PIH^κ  κEDuA berkew刨 :ban membuat laporan berka丨 a pemanfaatan Ⅱomor lnduk
Kependudukan dan Data Kependudukan per semester,buIan Juni untuk sernester pertama
dan buIan Desember untuk semester kedua kepada PIHAK PERtAⅢ A dengan tembusan
DirekturJendeFaI Kependudukan dan Pencatatan sipⅡ  dan Gubernur.

PIHAK PE「 rAⅢA meIakukan θvaIuas∶ pemanfaatan Nomor∶hduk κependudukan dan Data
Kependudukan seCara berkala atas Iaporan PIH^κ K匣DuA sebagairnana dirnaksud pada ayat
(土).

PIHAK P叵 RtAMA dapat rnelakukan evaIuas∶ pemanfaatan NOmor丨 nduk Kependudukan dan
Data Kependudukan sewaktu-waktu.

HasⅡ evaIuasi sebagairnana d∶ rnaksud pada ayat(2)diIaporkan kepada Gubernur dengan
tembusan MenteⅡ  Da|am NegeH melalu∶  Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan

s∶ piI。

PasaI6
JAⅡGXA WAFru

PerJanJ【an κe刂asama ini mulai berlaku seJak d∶ tandatanganinya PerJanJlan κerJasama ini o丨eh

P^RA P:HAκ  sampai dengan tanggaI 5Maret2025dan dapat diperpa叫ang atas perset叫 uaIl

PARA PIHAκ。

Pasa∶ 7
κEADAAⅡ 田EⅢAKsA σVRC=mAJEuno

(△) ApabⅡ a te刂 adi  haI冖haI d∶  Iuar kekuasaan  PARA PlHAK atau  keadaan memaksa,
dapatdiIakukan perubahan peIaksanaan Pe刂 anJian Ke刂 asama atas perset刂 uan P^RA PIHAK.

(2) Keadaan memaks$ sebaga∶ rnana dirnaksud pada ayat (⊥ λ ada丨ah adanya keb刂 akan
pemeFintah yang mengakibatkan tidak dapat di1anJutkannya ρeIaksanaan PerJanJIan

Ke刂asama ini dan apabⅡ a te刂adi hal-haI diluar kekuasaan PARA PIHAK。

PasaI8
BERAκHlRⅡYA PERJAⅡ JlAⅡ  κERJAsAMA

Pe刂anjian κe刂asama berakhiΓ apabiIa:

a. jangka waktu Pe刂 anσ an Ke刂asama telah seIesai;atau

bⅡ  atas kesepakatan PARA PlHAK untuk Fnengakhiri ke刂 asama$ebe∶ um jangka waktu Pe刂 anj∶an
Ke刂asama berakhir.
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(土
)

(2)

(3)

Pasa∶ 9
PEⅡ YEL叵sAIAⅡ PERsELls∶ HAⅡ

(生) Apabila dikemudian haH tirnbul permasalahan daIam perbedaan pena承 蔚ran dan pelaksanaan

Pe刂anJIan κerJasama ini antara P^RA PlHAκ  akan diseIesaikan secara musyawanh untuk
mufakat.

(2) DaIam haI musyawarah dan mufakat sebagairnana dirnaksud pada ayat(⊥ )t∶ dak tercapai,

maka akan diseIesa∶ kan sesuai dengan peFatuFan perundangˉ undanεan.

f                                                                           Pasal 
±o

LAlⅡ -kAlⅡ

DaIam haI d∶ perIukan adanya penambahan atau pengurangan mater∶ Pel∶ janj∶an Kel∶iasama
ini,maka dapat dⅡ akukan perubahan atas perset刂 uan P^RA P∶H^κ .

Perubahan sebagaimana d∶ rnaksud pada ayat (△ ) dkuangkan dalarn AJdenJⅡm yang
merupakan bagian yang t∶ dak terp∶ sahkan daH Pe刂anj∶an Ke刂asama ini.

Ketentuan-ketentuan yang bersifat tekn∶ s dan opeFas:ona丨  da丨am pe丨aksanaan Pe刂 anjian

Ke刂a$ama∶ ni akan d∶ susun dalam standard operas∶ ona:dan Prosedur(soP⒈

Pasa:工王

PEⅡuTvP

Dernik∶ anPe刂 anj:an Ke刂 asama in∶ dibuat da丨 ann fangkap2(duaλ  mas∶ng|rnasing dibubuh∶ rnaterai

￠ukup dan rnempunya∶ kekuatan hukun∩ yang sama seteIah d∶tandatangani P^RA PIHAκ

PlHAκ κEDuA

躔
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